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PENGANTAR PENULIS 
 

 

 Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan 

dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan 

Buku “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH”. 
Buku ini merupakan hasil riset penulis saat menyelesaikan 

Program Magister (S2) pada Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. Buku ini juga secara spesifik berkaitan langsung 

dengan Konspirasi Elit Dibalik Pemekaran Daerah; terjadinya 

dinamika Pro dan Kontra Pemekaran Daerah Kepulauan Obi, 

selayang padang Pulau Obi, munculnya Pro–kontra dan 

Konspirasi di antara Elit dalam Pemekaran Daerah Kepulauan 

Obi serta Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Daerah. 

 Sukses dan berhasilnya penulisan karya buku ini sebagai 

bagian dari inovasi  dan motivasi penulis dalam mendukung Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Pendidikan/ 

pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

lebih khusus lagi pada aspek penelitian. Karya buku ini juga, 

dapat dijadikan bahan kuliah dan atau referensi untuk 

akademisi, mahasiswa, politisi ataupun para pembaca dalam 

memahami dan mendalami kajian tentang pemekaran daerah. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor 

UMMU dan Wakil Rektor I UMMU atas dukungannya kepada 

penulis, baik dalam bentuk moril maupun material serta 

Keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMMU. Sembah sujudku 

kepada Kedua Orang Tua dan Keluarga yang telah mendidik 

penulis dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayangnya, 

doa restu, perhatian, motivasi, harapan dan pengorbanannya 
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selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan karya Buku ini 

sesuai rencana yang ditargetkan. 

  Harapan penulis, semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian dalam Ilmu 

Pemerintahan serta proses perjalanan pemekaran daerah pada 

suatu wilayah.  Tentu dalam penulisan karya Buku ini masih 

terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang 

sifatnya konstruktif dari semua kalangan demi penyempurnaan 

karya Buku ini kedepannya. 

 

 

Ternate,     Agustus 2022 
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Bagian 

1 

 

 

A. Pendahuluan 

Kehadiran otonomi daerah memberikan keleluasaan 

bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya 

sendiri sesuai dengan kondisi daerah serta memperhatikan 

potensi yang dimiliki daerah tersebut. UU No. 32/2004 

tentang Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi menjadi 

UU No. 23/2014 yang merupakan pengganti dari UU No. 

22/1999 sebagai legal formal dari pelaksanaan otonomi 

daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. Akibat dari keleluasaan yang 

dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan segala 

kewenangannya membawa banyak implikasi di lapangan. 

Salah satu implikasi yang menonjol serta terus berlangsung 

sampai sekarang adalah keinginan berbagai daerah-daerah 

baik provinsi, kabupaten/kota untuk memekarkan 

wilayahnya membentuk daerah otonom yang baru. 

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 

2004, bahwa pembentukan daerah pada dasarnya 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. 

DINAMIKA ELIT DALAM 

PEMEKARAN KABUPATEN 

KEPULAUAN OBI (Perspektif 

Normatif & Teoritik) 
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Bagian 

2 

 
 

 

A. Letak Geografis 

Secara geografis Obi merupakan wilayah kepulauan 

yang terletak dibagian selatan Kabupaten Halmahera 

Selatan. Pulau Obi terdiri dari beberapa pulau besar (Obi 

Mayor) dan pulau kecil (Obi Minor), yang dikelilingi lautan 

yang cukup luas dari segala sudut kewilayahan. Sehingga 

untuk dapat menjangkau pulau-pulau/daerah satu dengan 

lainnya, alat transportasi yang sering digunakan yaitu alat 

transportasi laut. Luas wilayah Kepulauan Obi mencapai 

3.111 km2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Obi/Bacan 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kepulauan Sula 

Kondisi geografis Obi sebagai daerah kepulauan, maka 

akses pelayanan dalam segala bidang kehidupan; ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pembangunan, 

politik, dsb, yang dirasakan selama ini masih jauh dari 

harapan masyarakat Obi. Rentang kendali pulau Obi kepusat 

pemerintahan/ibu kota kabupaten induk menjadi faktor 

utama, sehingga pelayanan publik di pulau Obi belum 

SELAYANG 
PADANG PULAU 

OBI 
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A. Elit Pro Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi 

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi sudah pernah 

diwacanakan pada tahun 2005 bersamaan dengan 

Pembentukan Kabupaten Morotai. Tetapi karena syarat 

kewilayahan pada waktu itu belum memenuhi syarat, 

akhirnya tidak dibangun kembali wacana tersebut. 

Sementara itu, tahun 2006 pemekaran Kabupaten Kepulauan 

Obi direncanakan kembali dan telah dilakukan dengan 

berbagai program kegiatan yang menunjang kearah 

terwujudnya calon Kabupaten, termasuk pemekaran desa 

dan kecamatan. Awalnya dari 20 desa dan 2 kecamatan 

sekarang menjadi 34 desa dan 5 kecamatan. Dengan 

demikian, secara fisik kewilayahan, wilayah Kepulauan Obi 

telah memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan dalam 

Undang-undang adalah minimal 5 (lima) kecamatan. 

Syarat fisik kewilayahan merupakan syarat terpenting 

dalam pemekaran daerah, 5 (lima) kecamatan yang 

disyaratkan dalam Undang-undang sudah dipenuhi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga 

pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Kepulauan 

Obi secara administrasi sudah memenuhi, lima kecamatan 

tersebut yakni kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan, 

PRO-KONTRA DAN 
KONSPIRASI ELIT 

DALAM PEMEKARAN 
KABUPATEN 

KEPULAUAN OBI 
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Bagian 

4 

 

 

A. Pengantar 

Suara masyarakat dalam mendukung pemekaran 

menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses 

pemekaran wilayah. Dalam konstelasi peraturan 

perundangan yang berlaku saat ini, peran masyarakat belum 

secara tegas dituangkan sehingga dalam praktek 

penyelenggaraannya suara masyarakat hanya diwakili  oleh 

elit-elit lokal saja yang ada di daerah. Konteks pemekaran 

daerah Kepulauan Obi, gagasan pemekaran daerah berasal 

dari elit yang ada di Kepulauan Obi. Elit tersebut yaitu Abu 

Karim La Tara selaku Camat Obi, untuk menyukseskan 

gagasan pemekaran, maka membentuk Forum Peduli Obi 

(FPO) yang dihadiri seluruh Kepala Desa dan Badan 

Permusyaratan Desa (BPD) se-Kepulauan Obi untuk 

menyatakan sikap dan mendukung pemekaran Kepulauan 

Obi.  

Tidak hanya elit di wilayah Kepulauan Obi, elit-elit di 

wilayah Labuha-Bacan Ibu Kota Kabupaten Halmahera 

Selatan juga membentuk Ikatan Kelurga Obi (IKO) dan 

menyatakan dukunganya terhadap pemekaran Kepulauan 

Obi. Selain elit-elit yang berada di wilayah Kepulauan Obi 

dan Labuha-Bacan, elit-elit yang berada di wilayah Kota 

KONFIGURASI ELITE 
DALAM PEMEKARAN 

KABUPATEN 
KEPULAUAN OBI 
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